WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR & TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan Dampaknya, pemerintah daerah
menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja
kesehatan penanganan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan belanja prioritas lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa

Mengingat

Barat;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa Kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun

2020 Nomor 6);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota

Magelang Tahun 2020 Nomor 49);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan i PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021,

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021

direncanakan sebesar Rp1.012.466.121.000,00 (satu
triliun dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta
seratus dua puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan

¢. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 29

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b direncanakan sebesar Rp664.705.463.000,00
(enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima
juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.
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Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar
Rp590.481.263.000,00 (lima ratus sembilan puluh miliar
empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam
puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. dana perimbangan; dan

b. dana insentif daerah.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 31

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar
Rp526.795.564.000,00 (lima ratus dua puluh enam
miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima
ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);

b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);

c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK)
fisik; dan

d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK)
nonfisik.

(2) Dana transfer umum dana bagi hasil (DBH)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp24.098.096.000,00 (dua
puluh empat miliar sembilan puluh delapan juta dua
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana transfer umum dana alokasi umum (DAU)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar sebesar Rp409.629.499.000,00
(empat ratus sembilan miliar enam ratus dua puluh

sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan

ribu rupiah).
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(4) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK)
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
direncanakan sebesar Rp44.222.635.000,00 (empat
puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta
eénam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(5) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK)
nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp48.845.334.000,00 (empat
puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima

juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp1.000.966.121.000,00 (satu
triliun sembilan ratus enam puluh enam juta seratus dua
puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasional;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar
Rp781.607.890.800,00 (tujuh ratus delapan puluh satu
miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus sembilan
puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 39
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf a direncanakan sebesar Rp411.746.240,000,00
(empat ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam
juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH; dan

g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp58.063.940.000,00 (lima puluh delapan miliar
enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh
ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak
daerah;
b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan
retribusi daerah,;
¢. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah;
d. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah;
e. belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi Aparatur
Sipil Negara; dan
f. belanja jasa pengelolaan BMD.
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(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.186.628.000,00 (satu
miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus
dua puluh delapan ribu rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp261.172.000,00 (dua ratus
enam puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu
rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp34.585.577.000,00 (tiga
puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima
juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp2.453.863.000,00 (dua
miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus
enam puluh tiga ribu rupiah).

(6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe
direncanakan sebesar Rp19.560.000,00 (sembilan
belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

(7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu
rupiah).

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 47
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar
Rp361.501.026.800,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar

lima ratus satu juta dua puluh enam ribu delapan ratus

rupiah), yang terdiri atas:
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a. belanja barang;

b. belanja jasa;

¢. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;

belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f.  belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;

dan

g Dbelanja Barang dan Jasa badan layanan umum

daerah.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 48
(1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 huruf a direncanakan sebesar

Rp64.945.608.636,00 (enam puluh empat miliar
sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus
delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja barang pakai habis; dan

b. belanja barang tak habis pakai.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp64.731.424.636,00 (enam puluh empat miliar
tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua
puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam
rupiah).

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp214.184.000,00 (dua ratus empat belas juta

seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 49
Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam
Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar
Rp136.430.238.664,00 (seratus tiga puluh enam
miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tiga
puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja jasa kantor;

o

belanja juran jaminan/asuransi;
belanja sewa tanah;

belanja sewa peralatan dan mesin;
belanja sewa gedung dan bangunan;
belanja sewa aset tetap lainnya;

belanja jasa konsultansi konstruksi;

@™o oo

belanja jasa konsultansi non konstruksi;
belanja beasiswa pendidikan PNS;
j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan

teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan

k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas
pemungutan pajak daerah.

Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp103.472.342.307,00 (seratus tiga miliar empat
ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh
dua ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp17.310.936.883,00 (tujuh belas miliar tiga ratus
sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu
delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp15.960.000,00

(lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu

rupiah).
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(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp2.305.005.000,00 (dua miliar tiga ratus lima juta
lima ribu rupiah).

(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp4.767.862.524,00 (empat miliar tujuh ratus enam
puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu
lima ratus dua puluh empat rupiah).

(7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp21.515.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus
lima belas ribu rupiah).

(8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp2.548.683.000,00 (dua miliar lima ratus empat
puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga
ribu rupiah).

(9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp2.130.626.000,00 (dua
miliar seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh
enam ribu rupiah).

(10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

(11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp3.606.135.000,00 (tiga miliar enam ratus enam
juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas
pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp237.173.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta
seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
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Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50

(1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp4.791.503.900,00 (empat miliar tujuh ratus
sembilan puluh satu juta lima ratus tiga ribu
sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.402.667.300,00 (tiga
miliar empat ratus dua juta enam ratus enam puluh
tujuh ribu tiga ratus rupiah).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl.368.836.600,00 (satu
miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan

ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51
Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf d yaitu belanja perjalanan dinas dalam
negeri direncanakan sebesar Rp30.972.007.600,00 (tiga
puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh

ribu enam ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 52

(1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak  ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf e direncanakan
sebesar Rp9.201.039.000,00 (sembilan miliar dua
ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat.

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp8.743.239.000,00 (delapan miliar tujuh ratus
empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan
ribu rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp457.800.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh
juta delapan ratus ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 62
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar
Rp208.358.230.200,00 (dua ratus delapan miliar tiga
ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu
dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan

belanja modal asset tetap lainnya.
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Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 64
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 huruf b direncanakan sebesar
Rp55.281.910.200,00 (lima puluh lima miliar dua ratus
delapan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu dua
ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar;
b.  belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d

belanja modal alat pertanian;

i

belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

.  belanja modal alat studio, komunikasi, dan
pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan,

h. belanja modal laboratorium,;

i.  belanja modal komputer;

j.  belanja modal rambu-rambu;

k. belanja modal peralatan dan mesin bantuan
operasional sekolah; dan

l.  belanja modal peralatan dan mesin badan layanan
umum daerah.

Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 66

(1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf b direncanakan sebesar
Rp8.526.567.000,00 (delapan miliar lima ratus dua
puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
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(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp8.454.675.000,00 (delapan
miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp71.892.000,00 (tujuh puluh

satu juta delapan ratus sembilan dua ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 69 diubah sehinga berbunyi sebagai
berikut;
Pasal 69

(1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e
direncanakan sebesar Rp1.583.567.000,00 (satu
miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat kantor;
b. belanja modal alat rumah tangga; dan
¢. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp214.006.000,00 (dua ratus empat belas juta enam
ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.141.063.000,00 (satu miliar seratus empat
puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢
direncanakan sebesar Rp228.498.000,00 (dua ratus
dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh

delapan ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 71
(1) Belanja modal alat kedokteran dan keschatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 hurufl 8
direncanakan sebesar Rp22.456.886.200,00 (dua
puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta
delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat kedokteran; dan

b. belanja modal alat kesehatan umum.

(2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp13.138.425.000,00 (tiga belas miliar seratus tiga
puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu
rupiah).

(3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp9.318.461.200,00 (sembilan miliar tiga ratus
delapan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu

dua ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 77

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp70.116.547.000,00 (tujuh puluh miliar seratus enam
belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal monumen;

. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan

umum daerah.

Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 78

l -
(1) Belanja moggq bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf a direncanakan
sebesar Rp35.650.009.000,00 (tiga puluh lima miliar
enam ratus lima puluh juta sembilan ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja moda] bangunan gedung tempat kerja;
dan

b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp35.505.509.000,00 (tiga
puluh lima miliar lima ratus lima juta lima ratus
sembilan ribu rupiah).
(3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp144.500.000,00 (seratus

empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 91
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 92
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021
direncanakan sebesar Rpl107.239.012.000,00 (seratus
tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua belas
ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.
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Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 93
Anggaran  penerimaan  pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 huruf a direncanakan sebesar
Rp118.739.012.000,00 (seratus delapan belas miliar tujuh
ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah),
yang terdiri atas:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya; dan

b.  penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 94

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf
a direncanakan sebesar Rp118.719.012.000,00 (seratus
delapan belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua
belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;

dan

b. penghematan belanja.

Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 96
(1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 huruf b direncanakan sebesar
Rp115.719.012.000,00 (seratus lima belas miliar
tujuh ratus sembilan belas juta dua belas ribu
rupiah), yang terdiri atas:
a. penghematan belanja-belanja operasi;
b. penghematan belanja-belanja modal; dan

c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.

|
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(2)  Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp53.491.819,000,00 (lima puluh tiga miliar empat
ratus  sembilan puluh  satu juta delapan ratus
sembilan belas ribu rupiah).

(3)  Penghematan belanja-belanja modal scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4)  Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp61.227.193.000,00 (enam puluh satu miliar dua
ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh

tiga ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 99

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp107.239.012.000,00 (seratus tujuh
miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua belas
ribu rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih
penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan direncanakan sebesar
Rp107.239.012.000,00 (seratus tujuh miliar dua

ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah).
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28. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 2 (dua)

29,

pasal, yakni Pasal 102A dan Pasal 102B sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 102A

Penjabaran APBD yang tertuang dalam Peraturan
Walikota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran
2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun
Anggaran 2021.

Pasal 102B
Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang
ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih
lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Lampiran | dan Lampiran II diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini
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Pasal Il
Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal IS Maret 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal '¢ Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

KO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR %

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

955 LD | uswewEy NVYVAVIBWS NVO YINW1I38 ‘NY.LVdYONId "HIra0 NVIONIH 8BNS "M3re0 NYIONIY .:H..QO "SINIr
. "MOSWOTEN ‘NYLYIOIN 8BNS ‘NYIVIOTH 'WVHOON 'ISYSINVDOHO "HYHIVA HYLNINIWId NVSNHEN LNHNNIW 084V NYHVENHId NVIVEYINI | 1| NVHIdNY]

0 000'000Z 0000002 wer chieeg zolzo[t|s[zt[toz[z0] ooootoooozzzio L] o]t
0 000°000'E66'L 000'0DU'EGE'L siqeH 1eyed bueseq elue|ag 1o rojzo|L|s]| 1| Lo2}20] ©0OOO'LODOOZEZZLOL|LO|L
0 000000'EGE’L O00'0D0EGH'L Bueseg efuejag tojzolL|s|4L)| Loel20] O©OOO LODOOZZZLOL|LO|L
0 0000000002 0000000007 eser uep bueieg elueag z0|L|s| 21| 10z|z0[ oocooloooozzZZLOL| 0|1
0 0000000002 0000000002 ISYH3d0 VINVI38 t[s[zt[10z[z0] ocootoooozzZIOL|10[L
0 0000000002 0000000002 emsig uedeybuapag ueepebuag LL|L02|20] 0000 LOOOOEZZTTLOL|LO|L
0 0000£6'L0E 000'0£6 10€ :Eﬁu&»ﬂﬂﬂnﬂﬂuﬂw 10| 1o]s0]z|s|90| 10z|20| oocoto00OZZZION 101
T 000'0£6'LOE 000'0E6'L0E SRS 10|€0|z|s|s0| 1oz|z0] oocooLo000ZZZIOL] 0|1
ueunbueg |epoy eluepg
ﬁ h T 0000£6'L0E 0000E6'L0E ... .. £0[z|s[0| toz|z0| ooool0000ZZZIOL |10t
p h __a ?S,amm.—om 000'0E6'LOE IYa0W vINY138 Z|s|90| Lo'Z|Z0| 0000 LODOOZZZLOL|LO|L
T \ ? ?S.omm.sm 0000€6 L0E R 90| Loz|z0| ovooto000ZZZ 0L | 10|t
b | Jo [000°€06°'800'98  [000'€06°800°95 | 4eseq yElones uenpipusa useoebusg 00| 10'Z|z0|0o00"L0'00'0ZZ'Z L0t | 1O L
[ | |tooo'¥zr) |ooo'zsz'601'8s  [000'929°601'85 NY1GIGNId NYVIOTIONId WYdDoud o00|o0'0|zo[o000'L0'00'0°ZZZ 101 [ 101
h \ \ (000°¥z¥) ‘So.mnwdho.nmh TS.mE.aB.mn_ L T oy oo|o00'0|00|voo0'1000'0:zzZ 10 10|18
| [ | | VINVIZE 5|00 00'0[00[o000'Lo'00'0°2Z Z'10°s {00 0
* __o 0 0 umedepuad yejwng
Suesoy | weseplung [(Gucpompueouenna|  piereod | vmiand J— PR——
ueeAepngay uep uexypIpuad sewid LO'O0DZZZLOL isesiuebip
NYXIGION3d ONVAI8 NYHVINIHIWID NYSNEN LO'L ©  Ueyejupawag uesmin
LZ0Z NVEVOONY NNHVL
NVYVAVIEW3d NVA “VINVTIIE ‘NVLIVdVYAONId ¥3rgao
NVIDNR 8N0S “H3r80 NVIDNIY H3r80 'SINIM “H0dWOT33 “NVIVISIN 8NS ‘NVAVIOD 'WYHDO0Nd ‘ISYSINVOHO "HYNIVA NYHVYANINIWIA NYSNHN LAYANIW Q8dY NYHYENY3d NVEYEvYINId
SNVIIOVIN VION

LZ0Z NYEYDONY NOHYL HYEIVO VINVIIE NYQ NYLVAVONId NVHVOONY NVEVEYINIA DNYLNIL 0702 NNHYL 6% HDWON DNYTIDWVIA VIOATIVM NYENLYY3d SY1¥ NvHYanuld
DOMNVINIL

LZ0Z NNHYL S HOWON

SNYTIDVIN VLOHNYM NYENLYEId

B MNYHIdPY

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

OG5 WD GO5 UBwEH

ZIZ¥ 4NN nAAdIu:_z

ONVIIOVIN VLIOANVM
1202 1ie 5| ‘Guepbepy

NYWAVIBNId NYQ YINY138 'NYLYJYONId 'M3rg0 NVIONIY 8NS "HIr80 NYIONIM "N3rg0 "SIN3M
HOWOTIN NVLVIOIN BNS "NYIVIOIH 'WYHD0Hd ISYSINVOHO "HYHIWA HYLNIHIWId NYSNHN LNUNNIN Q8dY NYHVENYId NVEVEVINSG © 1| NvHIdNY

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

T Uep | ueweren NYWAMISWNId NVQ 'YINYI38 'NY.VAVONId ¥310 NVIONI BNS 'M3FG0 NYISNIN H3r80 ‘SINSF "HOJWOTIH LNUNNIN NYHISYHIISYINIO ONVA 08dY NVHVENNID NVHYVEYINId NYSYNONIY | | Nvaidiy

0 0000008LL1 00000081 veinqiH ¥efed i

0 000°00Z L L 000°002'LL ehusiuafag uep Guuaiey/ebog eser yefeq L000L0L0'LOL Y

0 000 00Z L1 00000z 11 efusiuafag uep Buuaiey/ebog eser yeled L0001y

0 00000z E 000007°E eAusiuafas uep unuey yeleq LOOOHO'L0'LOLY

0 000002 ¢ 000002F eAusiualas uep upuey yefed YOLOIOL Y

0 000000912 000000912 ehusiuafes uep euelajey yeleg LOCOEOLO'LO'L'Y

ﬂ 000000912 000000912 edusiualag uep euejajey yeley EOLOIOLY

0 000'08F°Z15 00008¥Z15 eAusiuafas uep ueyely yewny xeled LOOOZOLO WO VY

0 00008r 215 00008521S ehusiiafos uep uexely yewny xefed it

0 000021 255D 000021257 efusiualag uep ueioisay yeled LOOO'LOLOLO'L Y

0 000020257 0000212500 efusiuafag uep ueiolsay yeled LOL0I0LY

0 0000000025 0000000025 ueicysay yefed EEAN,
0 00000072 000'000°%2 (4nindas) 1. iep y1ga7 sewe yejwnf uebuap so) yewny Yefeqd 10009090 LOtw
0 00000072 000'000%Z (4nindss) o1 uep Y17 Jewey yewnf uebuap so) Yewny efed 809010V
0 000000 0F 00000005 uawso yeley LOOOEQ90 LD LY
0 00000008 00000007 uawso yefed E000'LO°L'Y
o 000'000'9ES'E 000 0009ES'E 1910H yefed LO00'LO90' LD LY
0 000'000°9€5°E 000'000°9€S'E [PI0H efed abadlddel
0 000000 009°E 000'000°009°€ 1910H yefed 0'L0LY
0 000000°2652¢ 000000265 2€ yesdeq yeleq i
0 0009V P'0S8ZLZ 000°9¥¥'0S8°ZLZ (avd) Hvyava 1SV Nvivdvanid 3 4
HVY¥3VQ NYLYdYON3d 14

(Bueinyiag) /yequiesiag | ueyeqnisg yepnsos ueyeqniag wnjeqag il N

L

LZ0Z NYHVDONY NNHYL
NVVAVIEWId NVa ‘VrNvI3g

"NVAVAVAN3d ¥Ird0 NVIDNN 8nS *¥Irso NYIDNI "N3rgao ‘SINIr “N0dWo13N
LNYNNIW ISYNIFISVINIG DNVA a8dV NYHYENYId NYHVEVINId NVSYIDNIY

ONVIIDVIN V.LON

L20Z NVHVYDONY NNHYL HYHIVO YINYII8 NYD NY1VdYQON3Id NVHVOONY NvuvavINId ONVLINIL 0202 NNHYL 6F YOWON DNYIIOVIN VLONNYM NVENLYHId SYLY NvHYENYId

I

ONVINIL
Z0Z NNHVL § YOWON

ONVTIIOVYIN VLONTYM NYELLYH3d

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LT vED [T uBwemEy HYAVISVI3d NYD WINYIEE NYLYIYONId HIMB0 NYIDNIY 8BNS W3rB0 NYIDNIH "H3M80 'SINIM "MOJWOTIH LNENNIN NVHISYHIZISYTHIO ONVA GBdY NYHVBNHId NVHYEYINId NYSYHONIY | | NvEIdWY

ZIZ7% ¥NN ME«IUDS_

ONVIIOVIN YLONNYM
L20Z 1218 5| ‘Buejabepy

{oooeeoBzEYE |oooz106EZ 201 |ooosz6701622 onaN ueekeiquiag

o \0co 00000511 |000"000°005°L 1 ueekeiquiag PPbuad y

o \coocoanos L \0oo 000005 1L awng eped yeiseq [epoly ueeLakuag LO00' 10202029
\o fSo.Squ T |ccoococos L \ awng eped yeiaeq [epoiN ueelakuagd L0'2020Z9

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

